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ABSTRACT
This research aims to understand the protection of Regional Revenue from vehicle tax evaders from the perspective of Maqashid Syariah at the SAMSAT Office. Motor vehicle tax is one of the significant sources of revenue, but a portion of the community still does not comply with tax payments, resulting in suboptimal tax compliance among vehicle owners. In implementing the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 6 of 2018 concerning Regional Taxes, it is also necessary to establish guidelines and procedures for collecting motor vehicle taxes as outlined in the North Sumatra Governor's Regulation Number 12 of 2019. This research aims to determine the potential revenue for the Binjai City Government from delinquent vehicle tax payers, the impact of delinquent vehicle tax payers, and the protection of Regional Revenue from delinquent vehicle tax payers when viewed from the perspective of Maqashid Syariah. The type of this research is empirical legal research with a statute and living case studies approach. In the perspective of Maqashid Syariah, the efforts to protect Regional Revenue related to motor vehicle taxpayers are an application of the principles of Maqasid Syariah, thus it is mandatory to protect Regional Revenue and comply with the payment of motor vehicle taxes.
Keyword: Regional Revenue Protection, Vehicle Tax, Absenteeism, Maqashid Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif Maqashid Syariah di Kantor SAMSAT. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar, namun sebagian masyarakat masih belum patuh akan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan pajak pemilik kendaraan menjadi tidak optimal. Dalam melaksanakan Peratuan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu juga ditetapkan pedoman dan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan Pemko Binjai atas pembayar pajak kendaraan yang mangkir, dampak dari pembayar pajak kendaraan bermotor yang mangkir, dan perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan statute dan living case studies. Dalam perspektif Maqashid Syariah, upaya perlindungan Pendapatan Daerah terkait pembayar pajak kendaraan bermotor merupakan penerapan asas Maqashid Syariah, maka wajib hukumnya untuk melindungi Pendapatan Daerah serta patuh akan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
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A. PENDAHULUAN
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Provinsi dengan potensi paling besar dalam pembangunan Dearah, yang diambil atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak secara rutin setiap setahun sekali (Oktavianingrum et al., 2021), tempat pembayar pajak kendaraan di SAMSAT (sistem Administrasi Manunggal satu atap). Namun sebagian masyarakat belum patuh atau mangkir atas pembayar pajak kendaraan bermotor tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan pada tabel berikut
Tabel 1. Realisasi pajak kendaraan di SAMSAT Binjai dari tahun 2019-2023

	Total kendaraan secara global di SAMSAT Binjai dari tahun 2019-2023 sebanyak 175.408

	Tahun
	potensi jumlah kendaraan
	Realisasi kendaran yang sudah bayar secara Global

	2019
	105.584
	90%

	2020
	102.928
	87%

	2021
	100.971
	86%

	2022
	116.744
	99%

	2023
	112.880
	85%


Sumber : Kantor SAMSAT Kota Binjai.

Shopee Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor yang diterima kota Binjai seharusnya 539.107 sepanjang rentang tahun 2019-2023. Namun realisasi kendaraan yang membayar pajak sebesar 89%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa sekitar 11% masyarakat kota Binjai mangkir dalam membayar pajak kendaraan rentang waktu 2019-2023.
Penelitian (Chau, 2009) menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, diantaranya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka pastinya akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri, dan semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin menguntungkan bagi Negara (Setiadi, 2005).
UU No. 28, 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan. Selain itu, peraturan tentang pajak daerah terdapat juga pada PERDAPROVSU No. 6, 2018.
Perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir merupakan penerapan Maqashid Syariah. Menjaga harta bukan hanya bersifat kekayaan individu, tetapi juga mencakup tentang kekayaan Daerah, karena terkait dengan pendapatan asli daerah seperti anggaran. Jika anggaran kurang akan menyebabkan lambatnya pembangunan nasional.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui besar potensi pendapatan Pemko Binjai dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir, dampak dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir di Samsat Binjai, dan menelaah perlindungan pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif Maqashid Syariah.

B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari lapangan berdasarkan interview terhadap pegawai Samsat di Binjai. Penelitian dengan menggunakan hukum empiris membahas tentang jenis, menggunakan pendekatan statute dan living case studies, membahas tentang cara mengumpulkan data, mengelola, menganalisis data (Amiruddin & Asikin, 2018). Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam sehingga hasil yang didapatkan valid. Penelitian ini fokus pada perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir di Samsat Binjai. Data-data yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil wawancara secara langsung di kantor Samsat Binjai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Perlindungan Pendapatan Daerah dan Maqashid Syariah
Secara umum, perlindungan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan. sehingga dapat mencegah, melindungi, dan memperbaiki kesalahan terhadap penyimpangan yang terjadi. Perlindungan Pendapatan Daerah mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan Pendapatan berjalan sesuai dengan ketentuan, rencana, sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Biantong, 2019). Perlindungan Pendapatan Daerah berkaitan erat dengan kinerja Pemerintah Daerah, hal ini dibuktikan dengan pencapaian suatu visi dan misi yang membutuhkan pengawasan maksimal dan baik, seperti dalam segi penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga semakin baik tingkat perlindungan pendapatan daerah maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik. (Purnama & Nadirsyah, 2016).
Negara menyusun berbagai perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran secara merata. Dalam konsep Baitul Mal menekan pada keseimbangan antara anggaran yang diterima dengan yang dikeluarkan. Pengelolaan Pendapatan Negara masa Rasulullah sebagai pemimpin, selalu berusaha menerapkan kebijakan- kebijakan yang bertujuan pada kemashlahatan umat. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, menjelaskan bahwa pendistribusian kekayaan secara adil dan merata harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang baik dan sempurna. Salah satu sumber pendanaan terbesar atas pembiayaan semua pengeluaran pemerintah yang didapat saat ini adalah melalui pajak. Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, agar dalam pengumpulan pajak tidak memberatkan masyarakat maka pemerintah

Indonesia membuat aturan- aturan terkait pengumpulannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pengumpulan pajak seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan.
Secara etimologi, Maqashid Syariah berasal dari dua kata yaitu Al-Maqashid dan Al- Syariah. Maqashid adalah kata jamak dari maqsud, qashd, maqshd yang merupakan kata kerja dari qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas. Secara terminologis, Maqashid Syariah merupakan sebuah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuat syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. (Abdul helim, 2019)
Dengan analisis Maqashid Syariah, pengambilan pajak daerah diambil dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pendapatan Daerah dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, peraturan yang digunakan oleh pemerintah Daerah untuk mengambil pajak Daerah dibuat lebih umum. (Safitri & kususiyanah,2023). Dengan menggunakan pajak Daerah, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memelihara harta dalam Maqasid Syariah dapat dicapai dengan menyalurkan harta untuk tujuan yang lebih baik, seperti membayar zakat, pengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan pendidikan ekonomi islam. Pemeliharaan harta bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan kefakiran, meningkatkan kualitas ekonomi, dan mengangkat martabat dan harkat manusia di bidang ekonomi.
Peraturan Tentang Pembayaran Pajak Kendaraan
Terdapat beberapa peraturan tentang pembayaran pajak kendaraan diantanya :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan (UU No. 28, 2007), mengatur
: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”(Suandi, 2011). Pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain Undang-Undang diatas, wajib pajak kendaraan bermotor juga diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang

di dalamnya terdapat peraturan tarif pajak, tata cara perhitungan pajak, penetapan pajak, sanksi administratif, pendataan dan pendaftaran, serta pembayaran dan penyetoran.
Pajak kendaraan bermotor merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk kedalam pajak Provinsi dan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai Pemerintahan Daerah dan juga Pembangunan Daerah. Ada lima manfaat pajak kendaraan bermotor bagi Daerah, diantaranya adalah :
a. Merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
b. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c. Berguna untuk Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum
d. Membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota.
e. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Menurut Kewajiban pembayar pajak kendaraan bermotor dibayarkan oleh orang yang bersangkutan atau bisa juga melalui ahli waris, apabila wajib pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya (Ahmad et al., 2020; Widajantie & Anwar, 2020).
Pada intinya, para pembayar pajak yang mangkir juga perlu diberi kesadaran bahwa membayar pajak secara langsung ataupun tidak akan berguna bagi pelayanan yang mereka dapatkan dari Pemerintah atau Negara. Seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pelayanan publik lainnya. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan pajak adalah dengan mengguankan suatu sistem yang adil.
Potensi Pendapatan Kota Binjai dari Pembayaran Pajak Kendaraan yang Mangkir
Tabel 2. Data pajak kendaraan di SAMSAT Binjai tahun 2019-2023

	Tahun
	Potensi jumlah kendaraan yang terdaftar
	Jumlah	Kendaraan yang sudah bayar
	Jumlah kendaraan yang belum	melakukan pembayaran
	Jumlah Pendapatan pertahun

	2019
	105.584
	90.523
	15.061
	70.025.630.026

	2020
	102.928
	87.710
	15.218
	77.192.423.786

	2021
	100.971
	86.857
	14.114
	80.763.029.856

	2022
	116.744
	99.536
	17.208
	101.941.183.821

	2023
	112.880
	85.729
	27.151
	110.487.280.650


Sumber : kantor SAMSAT Kota Binjai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi jumlah kendaraan yang terdaftar secara global pada tahun 2019 sebanyak 105.584 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 90.523, sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 15.061 dengan jumlah pendapatan sebanyak 70.025.630.026. Pada tahun 2020 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 102.928 dan yang sudah melakukan pembayaran

sebanyak 87.710 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 15.218 dengan jumlah pendapatan sebanyak 77.192.423.786. Pada tahun 2021 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 100.971 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 86.857 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 14.114 dengan jumlah pendapatan sebanyak 80.763.029.865. Pada tahun 2022 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 116.744 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 99.536 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 17.208 dengan jumlah pendapatan sebanyak 101.941.183.821. pada tahun 2023 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 112.880 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 85.729 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 27.151 dengan jumlah pendapatan sebanyak 110.487.280.650.
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ditahun 2022 jumlah kendaraan yang sudah melakukan pembayaran sempat naik yaitu diangka 99.536 dan tahun 2023 jumlah kendaraan yang sudah bayar kembali menurun diangka 85.729. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019- 2023 yang menyebabkan kerugian di pemko Binjai diperkirakan masih ada di tahun 2023 dengan jumlah yang belum bayar sekitar 27.151 kendaraan. Maka dengan itu menyebabkan total Keuangan Daerah yang didapat menjadi belum optimal seluruhnya.
Hal tersebut di perkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Samsat Binjai dijelaskan sebagai berikut:
Wawancara dilakukan kepada salah satu karyawan di Samsat Binjai yaitu bapak FN, di mana beliau menuturkan:
“karena data yang diminta 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023, tentu saja data yang diberikan diatas sudah sampai akhir tahun. Untuk tahun 2019-2022 itu sudah aman, dan kekurangannya bisa dibilang ada di tahun 2023 karena masih belum mencapai target. Kenapa bisa saya katakan ada di tahun 2023 itu? Karena, bisa dilihat di tabel realisasinya saja sudah jauh berbeda, di tahun 2022 ada sekitar 99 ribu, dan di tahun 2023 ada sekitar 85 ribu. Hal ini disebabkan karena razia sudah tidak ada atau berkurang, lemahnya ekonomi masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan.”
Hal ini juga didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan lain di Samsat Binjai yaitu bapak FS, Dimana beliau menuturkan bahwa:
“Sebenarnya potensi kerugian tidak bisa terhitung, dan dibilang kerugian sebenarnya juga tidak, susah kalau untuk mencari kerugiannya, kami sendiri aja yang orang kantor tidak bisa memastikan. Tetapi, kalau yang belum mencapai target ada, karena data yang di minta juga hanya sampai tahun 2023. Nah kan otomatis kekurangan yang ada di tahun 2023 bisa jadi akan di dapat ditahun ini berikut dendanya. Karena gini, misalnya kita minta data bulan ini, maka pendapatan bulan depan bisa naik sampai 300% atau 200%. Hal ini terjadi dikarenakan setiap bulan itu dendanya naik 2% perbulan dan dikali berapa kendaraan.”

Dampak dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir di SAMSAT Binjai
Ketidaktepatan waktu masyarakat membayar pajak bisa menimbulkan kerugian pada pemko Binjai, oleh karena itu di dalam (UU No. 28, 2007) terdapat sanksi perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut:
1. Sanksi administrasi, perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan diantarnya
:
a. Pengenaan bunga, sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal
9 Ayat (2a) dan (2b) UU KUP. dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan setelah jatuh tempo penyampaian Surat pemberitahuan tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.
b. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan aturan Undang-Undang.
2. Sanksi pidana, sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Dalam Undang-Undang Pasal 39 ayat i, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. (Dina, 2019)

Pembayar pajak kendaraan yang mangkir harus mengetahui sanksi administratif yang ada dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara dalam Pasal 15 ayat (1-2), sebagai berikut :
1) Dalam hal wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak.
2) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa pajak kendaraan bermotor, berlaku :
a. Apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar dua persen perbulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
b. Apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar dua persen dari pokok pajak terhutang.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar para pembayar pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardianso, 2009). Dalam penelitian (Kaunang & Pinatik, 2016) sanksi perpajakan juga memberikan pengaruh positif kepada pembayar pajak

kendaraan bermotor di samsat. Dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Husain Jauhar, 2017).
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum patuh atau mangkir atas pembayaran pajak kendaraan diantaranya yaitu:
a. Regulasi pajak yang masih sulit. Rumitnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak Masyarakat yang masih bingung. Hal itu tentu menyebabkan para wajib pajak sudah menjadi malas untuk membayar pajak.
b. Pelayanan pajak yang membingungkan.
c. Pajak belum dijadikan sebagai budaya. Terutama sebagian dari generasi muda masih ada yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.
d. Kurangnya kepercayaan masyarakat
e. Mengenai pengelola pajak. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kemana nanti uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Kurangnya kepercayaan membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban mereka. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh kementerian lembaga kepada masyarakat. Namun tentu saja, kementerian lembaga harus melakukan sosialisasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat (Maftukhatusolikhah, 2015).
Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif Maqashid Syariah
Pendapatan Daerah merupakan pondasi bagi pelayanan publik yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan utama dalam menjaga stabilitas Pendapatan Daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Namun, pembayar pajak kendaraan yang mangkir menjadi tantangan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah. Adapun solusi yang diberikan terhadap orang yang mangkir dalam pembayaran pajak kendaraan di Samsat Binjai diantaranya meliputi :
a. Memberikan pemberitahuan program mandiri tutup pintu, yaitu memberikan jumlah tunggakan dan untuk mengetahui kondisi terkini kendaraan.
b. Melakukan razia pajak kendaraan bermotor di jalan.
c. Memberikan pemberitahuan melalui SMS blash, misalnya melalui pesan sms ke ponsel nasabah.
d. Memberikan pemberitahuan melalui surat peringatan yang di cetak lalu dikirim ke rumah.
Maqasid syariah atau tujuan -tujuan syariah, adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada pencapaian tujuan-tujuan mulia dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penarikan pajak, penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah menjadi penting untuk kemanfaatan bagi Masyarakat. Manfaat yang diinginkan dalam suatu hukum seharusnya mencakup lima aspek utama yang perlu dijaga. Kelima aspek tersebut melibatkan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila suatu hukum mencakup kelima aspek ini, disebut sebagai maslahat. Sebaliknya, jika suatu hukum


menolak untuk memperhatikan kelima aspek tersebut, diseut sebagai mafsadah, yang berarti penolakan tersebut menjauhkan dari manfaat. Memelihara harta dalam perspektif Maqashid Syariah dapat dicapai dengan menyalurkan harta untuk tujuan yang lebih baik. Perlindungan dan pemeliharaan harta bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan kualitas ekonomi, dan mengangkat martabat dan harkat di bidang ekonomi. Sejatinya dalam setiap kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek, dalam hukum Islam itu biasa disebut Maqashid syariah. Maqashid syariah adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. (Mulya &
Cahaya,2024)
Kategori al-daruriyat ialah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang chaos dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Al-daruriyat juga merupakan kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk memelihara lima hal pokok (al-daruriyat al-khamsah), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zulham,2018).
Salah satu dari lima aspek yang berkaitan dengan pendapatan pajak Daerah adalah pemeliharaan harta (Hifz mal) yang dapat dilakukan dengan bekerja untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyalurkan harta dengan membayar zakat, mengelola aset utuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami (Suganda,2020). Dalam hifz mal, atau memelihara harta, Pendapatan Daerah menjadi sangat penting. Pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan adil, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas pendapatan Daerah adalah dengan pengumpulan pendapatan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Pajak menurut Yusuf Qardhawi merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai.
Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam Baitul mal masih terdapat kekayaan.
2) Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa


nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
4) Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan wajib, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).
Dengan menggabungkan pendekatan yang komprehensif ini, Pemerintah Daerah dapat memperkuat perlindungan pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif Maqashid Syariah. Hal ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas pendapatan Daerah, tetapi juga memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya publik.


D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan, bahwa salah satu sumber pendapatan utama dalam menjaga stabilitas Pendapatan Daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Namun pembayaran pajak kendaraan bermotor memang belum sepenuhnya optimal sehingga menyebabkan pendapatan keuangan daerah tidak sepenuhnya didapat. Padahal jika tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor optimal maka pastinya akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri, dan otomatis semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin menguntungkan bagi Negara.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat mangkir akan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dikarenakan alasan-alasan tertentu, salah satunya disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari diri pribadi tentang hukum wajib pajak kendaraan bermotor dan lemahnya ekonomi membuat masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Untuk itu, pentingnya peran Pemerintah, seperti memberitahukan tentang sanksi-sanksi apa saja yang akan didapat ketika masyarakat tidak membayarkan kewajibannya, selain itu pentingnya meningkatkan kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan melalui kampanye edukasi yang efektif dan komunikasi yang jelas. Dan pada intinya, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat sangat berguna bagi Pemerintah dan Negara agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena dana dari pembayaran pajak tersebut secara langsung ataupun tidak akan dipergunakan untuk pelayanan publik.
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